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Abstrak 
 
Kebijakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan (Kompensasi) belum 
meningkatkan kesejahteraan pegawai dan kinerja pegawai. Kompensasi merupakan 
hal yang perlu ada pada sebuah organisasi, sebab dengan adanya kompensasi yang 
diberikan oleh pihak organisasi, khususnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Kota Cirebon dapat meningkatkan kinerja dengan hasil uji F sebesar 
0.395 dalam arti nilai prosentase dampaknya belum meningkat. Kompensasi yang 
diberikan tidak semata-mata hanya berupa materi, namun terdapat pula kompensasi 
non materi. Untuk kompensasi yang berupa non materi yaitu berupa reward 
(penghargaan). Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan 
bagi pegawai dan memungkinkan lembaga memperoleh, mempekerjakan, dan 
mempertahankan karyawan. Bagi organisasi, kompensasi memiliki arti penting 
karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan 
meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Kompensasi yang tidak memadai dapat 
menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan 
dapat menyebabkan karyawan yang potensial dapat menurun produktivitasnya. 
 
Kata Kunci: Kompensasi, Kinerja. 
 
Abstract 
 
The policy of providing additional income allowances (Compensation) has not 
improved employee welfare and employee performance. Compensation is something 
that needs to be in an organization, because with the compensation provided by the 
organization, especially the Office of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) 
Cirebon can improve performance with F test results of 0.395 in the sense that the 
percentage impact value has not increased. The compensation provided is not merely 
material, but there is also non-material compensation. For compensation in the form 
of non-material namely in the form of rewards (awards). A good compensation 
system will be able to provide satisfaction for employees and allow the institution to 
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obtain, employ, and retain employees. For organizations, compensation has an 
important meaning because compensation reflects the organization's efforts to 
maintain and improve the welfare of its employees. Inadequate compensation can 
reduce work performance, work motivation, and employee job satisfaction, and can 
even cause employees to potentially decrease their productivity. 
 
Keywords: Compensation, Performance.  
 
 
1. Pendahuluan 
Kinerja pegawai merupakan proses subjektif yang menyangkut penilaian manusia. 
Dikatakan penilaian kinerja subyektif, karena kebanyakan pekerjaan benar-benar tidak 
mungkin diukur secara obyektif, hal ini disebabkan beberapa alasan, termasuk alasan 
kerumitan dalam tugas pengukuran, lingkaran yang berubah-ubah, dan kesulitan dalam 
merumuskan tugas dan pekerjaan individual tenaga kerja secara rinci (Sastrohadiwiryoet 
al., 2008:67). Dengan demikian, penilaian kinerja sangat mungkin keliru dan sangat 
mudah dipengaruhi oleh sumber yang tidak aktual. Tidak sedikit sumber tersebut 
mempengaruhi proses penilaian sehingga harus diperhitungkan dan dipertim-bangkan 
dengan wajar. 
Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor yang diperlukan 
untuk meningkatkan kinerja suatu instansi. Oleh karena itu diperlukan sumber daya 
manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat 
mendukung peningkatan prestasi kerja pegawai. Selama ini banyak instansi pemerintah 
yang belum mempunyai pegawai dengan kompetensi yang memadai. Hal ini dibuktikan 
dengan rendahnya kinerja pegawai dan sulitnya mengukur kinerja pegawai di lingkup 
instansi pemerintahan. 
Namun demikian peningkatan kompetensi harus tetap dilakukan, karena jika  tidak, 
maka akan berdampak pada pelayanan pada masyarakat, bekerja asal-asalan, tidak efisien 
dan hasil tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini terlihat dari beberapa masalah 
rendahnya kinerja yaitu: 1) masih adanya keluhan dari masyarakat akan kinerja Satpol PP 
bahkan dinilai tidak tegas; 2) ketidak-mampuan pegawai untuk hadir tepat pada 
waktunya; dan 3) Masih kurangnya motivasi mereka bekerja bahkan cenderung 
mengalami penurunan (degradasi). 
Kebijakan pemberian kompensasi yang tepat dimaksudkan untuk meningkatkan 
kinerja pegawai, sebab peningkatan kinerja pegawai menjadi harapan baik bagi organisasi 
seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi, 
sehingga tujuan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam visi dan misi Walikota dapat 
tercapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka pernyataan penelitian yaitu bagaimanakah 
pengaruh secara simultan antara Kebijakan Pemberian Tunjangan Tambahan 
Penghasilan(Kompensasi) dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. 
 
2. Metode Penelitian 
Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai dengan 
pendapat. Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai 
dengan pendapat menurut Umar (Agus Dharma;2005:303)  menerangkan “Objek  
penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian. Juga 
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dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap 
perlu. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan objek penelitian 
adalah ruang lingkup yang merupakan pokok persoalan dari suatu penelitian. Dan pada 
kali  ini yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah: Komponen-kompoenen 
Kompensasi sebagai variabel bebas (X) atau disebut variabel independent, sedangkan 
unsur-unsur kinerja pegawai (Y) sebagai variabel terikat atau variabel dependent dengan 
tempat penelitian dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kota 
Cirebon. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif eksplanatif (explanatory 
descriptive). Dasar pertimbangan dipilihnya metode penelitian ini adalah adanya asumsi 
untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan.  Metode ini lebih 
menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk 
dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa 
komponen masalah, variabel dan indikator. Setiap variabel yang di tentukan di ukur 
dengan memberikan simbol – simbol angka yang berbeda – beda sesuai dengan kategori 
informasi yang berkaitan dengan variable tersebut. Adapun jenis metode yang peneliti 
gunakan yaitu teknik survey yang diharapkan daya prediksi dari pengaruh antara variabel 
yang diteliti dapat diukur seakurat mungkin dengan menggunakan korelasi statistik.  
Analisis data dilakukan melalui uji statistik, setelah data dikumpulkan melalui 
angket penelitian. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (Path 
Analysis), yaitu untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel 
bebas terhadap variabel terikat. 
Analisis data yang dipergunakan pedoman tabulasi data dengan standar sebagai 
berikut: 
1. Nilai Indeks Minimum, yaitu skor minimum dikali jumlah pernyataan dikali 
jumlah responden. 
2. Nilai Indeks Maksimum, yaitu skor maksimum dikali jumlah pernyataan 
dikali jumlah responden. 
3. Jenjang Range, yaitu jenjang Range yang diinginkan untuk katagori yang 
diberikan terdiri dari tingkat : sangat rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 
Range, ialah selisih antara nilai indeks maksimum dikurangi nilai indeks 
minimum. 
 
Menurut data yang sudah tersusun, tahap selanjutnya menentukan total skor untuk 
masing-masing variabel. Untuk keperluan perhitungan selanjutnya data tesebut perlu 
ditransformasikan ke dalam bentuk data interval dengan menggunakan Method of 
Succesive Interval. Setelah itu nilai-nilai skor untuk variabel diakumulasikan dan tahap 
akhir dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis). 
Berdasarkan fenomena atau masalah sosial tentang pemberian tunjangan 
tambahan penghasilan (kompensasi) untuk peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN) sebagai masalah sosial yang diangkat menjadi fokus dari konsep penelitian, 
selanjutnya dijabarkan kedalam variabel. Varibel tersebut yang diukur, dikumpulkan 
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datanya untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Langkah berikutnya, variabel di-
breakdown / diejawantahkan kedalam bentuk indikator-indikator, yang menjadi rujukan 
pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Peneliti dalam 
bentuk pedoman wawancara, questioner atau angket. 
Konsep, variabel dan indikator, kesemuanya merujuk kepada teori yang diuji atau 
teori yang menjadi rujukan penelitian. Dalam penelitian ini teori yang dijadikan rujukan 
yaitu Teori Kompensasi dan Teori tentang Kinerja. 
 
3. Kerangka Pikir 
a. Pengertian kompensasi 
Setiap organisasi baik itu organisasi kecil, menengah maupun besar, akan 
merancang sistem kompensasi bagi para pegawainya dengan tujuan, untuk memikat, 
menahan, dan memotivasi mereka. Sistem kompensasi juga dirancang untuk 
pencapaian tujuan tertentu yang lebih umum sifatnya, tujuan-tujuan tersebut antara 
lain adalah mengusahakan untuk memberikan penghargaan terhadap pekerjaan yang 
diinginkan dan mensentralisir biaya.  
Tujuan pengembangan kompen-sasi bukanlah aturan yang harus dengankaku 
diikuti dan dijalankan, akan tetapi lebih kepada pedoman dalam pemberian upah/gaji 
kepada para pegawainya. Semakin baik pengaturan gaji dan upah suatu organisasi 
maka akan semakin baik pula gaji/upah tersebut diterima oleh para pegawai. 
Pengaturan kompensasi haruslah memenuhi beberapa tujuan. Kadang-kadang 
tujuan-tujuan ini akan bertentangan satu sama lainnya. 
Pemberian kompensasi (Rivai;2008:357) adalah sesuatu yang diterima 
pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada organisasi, yang kemudian 
dikelompokan menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak 
langsung. Adapun kompensasi yang diterima oleh pegawai di Satuan Polisi Pamong 
Paraja (Satpol-PP) Kota Cirebon adalah sebagai berikut:  
1) Kompensasi langsung terdiri dari pembayaran gaji, jasa pelayanan dan 
Tunjangan Hari Raya, insentif kerja/bonus, dan lembur. 
2) Kompensasi tidak langsung (benefit) terdiri dari semua pembayaran yang 
tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung, yang meliputi: 
Tunjangan profesi, Asuransi kesehatan, fasilitas seragam kerja, seragam 
olah raga (Rivai; 2008:357). 
 
Jenis kompensasi yang berbentuk upah atau gajih seperti telah dibicarakan di 
atas adalah kompensasi langsung dan tidak langsung. Artinya kompensasi langsung 
dikaitkan dengan prestasi dan hasil kerja para pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol-PP) Kota Cirebon di samping kompensasi langsung, beberapa organisasi 
mengembangkan program-program kompensasi tidak langsung. Yang dimaksudkan 
kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi yang tidak dikaitkan 
langsung dengan prestasi kerja para pegawai. Kompensasi ini juga disebut 
kompensasi pelengkap, karena berfungsi untuk melengkapi kompensasi yang telah 
diterima pegawai melalui gajih atau upah.  
Adapun alasan-alasan pentingnya pengembengan kompensasi pelengkap 
(Rivai; 2008:357) antara lain: 
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1) Adanya organisasi karyawan yang semakin kritis untuk menuntun hak 
mereka sebagai pegawai. 
2) Persaingan yang ketat diantara para organisasi, sehingga untuk mem-
pertahankan karyawan yang berperestasi menuntut adanyakompensasi 
pelengkap ini. 
3) Kenaikan biaya hidup sebagai akibat dari perkembangan 
lingkunganekonomi akan menuntut adanya pemberian kompensasi 
pelengkap. 
 
 
b. Pengertian kinerja pegawai 
Kinerja pegawai pada dasarnya terbentuk setelah pegawai merasa adanya 
kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan 
pegawai belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan 
tercapai, dan pada hakikatnya kinerja pegawai akan sulit terbentuk. Setiap orang 
yang bekerja digerakan oleh suatu motif. Motif pada dasarnya bersumber pertama-
tama berbagai kebutuhan dasar individu atau dapat dikatakan bahwa kekuatan 
yang memotivasi seorang untuk bekerja giat dalam pekerjaanya tergantung dari 
hubungan timbal balik antar apa yang diinginkan atau dibutuhkan dari hasil 
pekerjaan tersebut dan seberapa besar keyakinan organisasi akan memberikan 
kepuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya. 
Kinerja pegawai yang rendah akan menjadi suatu permasalahan bagi sebuah 
organisasi atau lembaga, karena kinerja yang dihasilkan pegawai tidak sesuai 
dengan yang diharapkan oleh organisasi. Seorang pegawai yang mempunyai ciri-
ciri faktor yang baik seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat dipastikan 
kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. Maka untuk memperoleh peningkatan 
kinerja tersebut terdapat dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan 
penilaian kinerja yang efektif, yaitu (1) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur 
secara objektif; dan (2) adanya objektivitas dalam proses evaluasi (Gomes; 
2003:136).  
Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan 
secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional 
serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematik. Dengan 
demikian, dalam melalukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai harus 
terdapat interaksi positif dan kontinu antara para pejabat pimpinan dan bagian 
kepegawaian. 
Proses penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atau prestasi 
kerja pegawai di waktu yang lalu dan atau prediksi prestasi kerja di waktu yang 
akan datang. Proses penilaian ini kurang mempunyai nilai bila para karyawan 
tidak menerima umpan balik mengenai prestasi kerja mereka. Tanpa umpan balik, 
perilaku pegawai tidak akan dapat diperbaiki. Oleh karena itu, bagian kritis proses 
penilaian adalah wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif adalah proses 
peninjauan kembali prestasi kerja yang memberikan kepada pegawai umpan balik 
tentang prestasi kerja di masa lalu dan potensi mereka (Handoko; 2001: 152-153). 
Selain penilaian kinerja pegawai dilakukan melalui peninjauan umpan balik 
(feed back) yang telah dilakukan oleh pegawai, ada unsur-unsur penilaian kinerja 
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pegawai yang turut memberikan andil (nilai) tertentu terhadap peningkatan 
prestasi kerja pegawai. Ada beberapa unsur yang dapat peneliti lihat dari kinerja 
seorang pegawai. Karena seorang pegawai dapat dikelompokkan ke dalam 
tingkatan kinerja tertentu dengan melihat aspek-aspeknya, seperti: tingkat 
efektivitas, efisiensi, keamanan dan kepuasan pelanggan/pihak yang dilayani.  
Tingkat efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana seorang pegawai dapat 
memanfaatkan sumber-sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah 
direncanakan, serta cakupan sasaran yang bisa dilayani. Tingkat efisiensi 
mengukur seberapa tingkat penggunaan sumber-sumber daya secara minimal 
dalam pelaksanaan pekerjaan. Sekaligus pula dapat diukur besarnya sumber-
sumber daya yang terbuang, semakin besar sumber daya yang terbuang, 
menunjukkan semakin rendah tingkat efisiensinya. 
Unsur keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan, 
mengandung dua aspek, baik dari aspek keamanan-kenyamanan bagi pegawai 
maupun bagi fihak yang dilayani. Dalam hal ini, penilaian aspek keamanan-
kenyamanan menunjuk pada keberadaan dan kepatuhan pada standar pelayanan 
maupun prosedur kerja. Adanya standar pelayanan maupun prosedur kerja yang 
dijadikan pedoman kerja dapat menjamin seorang pegawai bekerja secara 
sistematis, terkontrol dan bebas dari rasa khawatir akan komplain. Sementara itu, 
pihak yang dilayani mengetahui dan memperoleh ‘paket’ pelayanan secara utuh. 
Unsur-unsur kinerja, teori ini yang akan digunakan dalam penelitian karena, 
konteks dan kontentnya membahas kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai 
berikut (Sastrohardiwiryoet al; 2008:67) : 
1) Peraturan kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta 
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditentukan oleh 
perusahaan maupun pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak 
tertulis. 
2) Kejujuran; kejujuran ini merupakan ketulusan hati tenaga kerja dalam 
melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 
menyalah gunakan wewenang yang telah dibebankan kepadanya. 
3) Kerja sama; kerja sama merupakan kemauan tenaga kerja untuk bekerja 
sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang 
telah diamanatkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang 
sebesar-besarnya. 
4) Prakarsa; adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil 
suatu keputusan ataupun tindakan yang diperlukan tanpa diperintah oleh 
manajemen lainnya 
5) Kepemimpinan; adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja 
untuk meyakinkan orang lain (tenaga kerja lain) sehingga dapat 
dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian 
unsur kepemimpinan bagi tenaga kerja yang mempunyai keyakinan 
dalam perusahaan, bagi top manajemen, Middle manajemen maupun 
lower manajemen. 
 
Pendapat Sastrohadiwiryo, (Sastrohadiwiryo et al; 2008:68) menilai hasil 
kinerja (prestasi kerja) pegawai merupakan proses subjektif yang menyangkut 
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penilaian manusia. Dikatakan penilaian kinerja subyektif, karena kebanyakan 
pekerjaan benar-benar tidak mungkin diukur secara obyektif, hal ini disebabkan 
beberapa alasan, termasuk alasan kerumitan dalam tugas pengukuran, lingkaran 
yang berubah-ubah, dan kesulitan dalam merumuskan tugas dan pekerjaan 
individual tenaga kerja secara rinci. Dengan demikian, penilaian kinerja sangat 
mungkin keliru dan sangat mudah dipengaruhi oleh sumber yang tidak aktual. 
Tidak sedikit sumber tersebut mempengaruhi proses penilaian sehingga harus 
diperhitungkan dan dipertim-bangkan dengan wajar. Penilaian kinerja dianggap 
memenuhi sasaran apabila memiliki dampak yang baik pada tenaga kerja yang 
baru dinilai kinerja/keragaannya. 
 
4. Hasil dan Diskusi 
a. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja secara simultan 
Hasil penelitian menunjukkan nilai pengaruh kompensasi terhadap 
kinerja pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 
Cirebon sebesar = 0.936 dengan Uji F sebesar 782.243. Nilai koefisien korelasi 
antara dua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 
antara variabel kompensasi dengan variabel kinerja pegawai.  
Hal ini diperkuat dengan penemuan Thitung, yaitu sebesar t1 = 3.023 
artinya, bahwa kompensasi langsung berpengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai, t2 = 2.871 bahwa kompensasi tidak langsung berpengaruh positip 
terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin tinggi kompensasi langsung 
maupun tidak langsung yang diberikan maka semakin tinggi pula kinerja 
pegawai tersebut. Setelah itu, dibandingkan dengan F tabel untuk menguji 
kebenaran hipotesis yang diajukan. Distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% 
(uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n-2 atau 55-2=53.  
 
b. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai secara parsial 
1. Kompensasi langsung (X1) 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan nilai pengaruh 
kompensasi langsung dan tidak langsung terhadap kinerja pegawai pada 
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon. Hasil 
perhitungan kompensasi langsung (X1) ditunjukkan oleh t1 = 3.023 > 0,04 
yang berarti bahwa kinerja memiliki tingkat pengaruh dari adanya 
kompensasi langsung berupa gaji, upah, insentif, bonus, komisi, tunjangan 
tunai, tahunan, transportasi, premi manajemen dan bentuk tunjangan tunai 
lainnya meningkatkan kinerja dalam organisasi.  Dengan kompensasi yang 
diterimanya ini pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 
Cirebon berkeinginan agar dapat memenuhi kebutuhan secara minimal, 
misalnya kebutuhan akan makan, minum, pakaian, dan perumahan.  
Oleh karena itu setiap kebijakan lembaga dalam menetapkan 
kompensasi terendah yang diberikan akan dapat memenuhi kebutuhan 
mereka secara minimal. Besarnya kompensasi minimal ini antara satu daerah 
dengan daerah lain juga tudak sama. Tidak hanya demikian, tapi kebutuhan 
minimal antara orang satu dengan orang lain pun tidak sama, Meski 
37
 Prosiding 
SEMINAR NASIONAL MAHASISWA 
Universitas Islam Sultan Agung 
Semarang, April 2019 
 
 
bagaimanapun sulitnya agar kompensasi minimal dapat tetap ditetapkan, 
sebab penetapan ini adalah sangat penting. 
Kompensasi langsung pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kota Cirebon merupakan penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji 
atau upah, yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. 
Kompensasi langsung disebut juga upah dasar yakni upah atau gaji tetap yang 
diterima seorang pekerja dalam bentuk upah bulanan (salary) atau upah 
mingguan atau upah tiap jam dalam bekerja. Kompensasi langsung ini 
merupakan salah satu bentuk hak yang didapatkan oleh pegawai aparatur sipil 
negara baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja. Tunjangan dan insentif diberikan sesuia dengan posisi dan 
jabatan PNS tersebut pada instansi pemerintah. Pemberian kompensasi ini 
secara langsung pula mampu meningkatkan kinerja pegawai Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon ke arah yang lebih baik dan lebih 
professional.  
Melalui pemberian kompensasi langsung ini pegawai Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon terpacu untuk melakukan tugas dan 
kewajibannya dengan  semangat dan penuh keloyalitasan. Kompensasi 
langsung ini yang diberikan kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Kota Cirebon harus dipertanggungjawabkan, sehingga mereka 
tidak dapat berlalai-lalai dalam melaksankan tugasnya. Dengan demikian, 
pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon yang pemalas 
dan tidak professional tentu mendapatkan kompensasi yang berbeda dengan 
PNS yang rajin serta berdedikasi tinggi.  
 
Pembayaran gaji dilakukan setiap satu bulan sekali dimana pegawai 
menerima gaji berdasarkan tingkat jabatan, golongan, dan kontribusinya bagi 
perusahaan. Pembayaran gaji yang merupakan wujud kompensasi langsung  
diharapkan mampu mewujudkan usaha dalam mempertahankan dan memotivasi 
karyawan agar bersemangat dalam bekerja sehingga tujuan perusahaan tercapai. 
Sehingga kompensasi langsung dapat menjadi kunci keberhasilan motivasi dalam 
melakukan pekerjaan oleh pegawai negeri sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kota Cirebon. Karena itu pemberian gaji memiliki arti penting 
karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan 
meningkatkan kesejahteraan pegawai.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai 
dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, 
bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial mengalami penurunan 
kinerja. 
Keterkaitan kompensasi langsung dalam penelitian ini yaitu adanya peran 
pemerintah yang telah menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS 
serta prajurit TNI Polri dan pensiunan, serta rencana pembayaran gaji dan 
tunjangan ke-13 untuk tahun 2018 ini senilai Rp 35,76 Triliun. Tunjangan Hari 
Raya (THR) adalah Merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan 
oleh Pengusaha/Perusahaan kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan 
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yang berupa uang. Nilai anggaran THR dan gaji tersebut sesuai dengan Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun 2018. (Sumber: Kemendagri, 2018).  
Penetapan indikator kinerja Instansi Pemerintah, disamping harus sesuai 
dengan Renstra, juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti produktifitas, 
kualitas layanan, responsivitas, resposibilitas dan akuntabilitas. Indikator kinerja 
memuat memuat tugas pokok dan fungsi pegawai, indikator berdasarkan tugas 
pokok ini bersifat output dari kegiatan pokok yang dilakukan pegawai dalam 
upaya mencapai visi, misi dan tujuan. Tugas pokok ini berkaitan dengan 
kedudukan dan jabatan pegawai dalam struktur organisasi serta uraian tugas yang 
menjadi alat untuk menerangkan tugas-tugas khusus yang menjadi tanggungjawab 
seorang pegawai. Indikator berdasarkan fungsi pegawai bersifat outcome dari 
proses/aktivitas yang dilakukan pegawai yang digolongkan dalam fungsi keahlian 
dan fungsi keterampilan. 
 
2. Kompensasi tidak langsung (X2) 
Selanjutnya pengaruh kompensasi tidak langsung (X2) ditunjukkan 
dengan t2 = 2.871 > 0.06 artinya, kinerja pegawai Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon dapat dipengaruhi oleh kompensasi 
tidak langsung dapat diterima dan memberikan dampak yang signifikan. 
Dengan kata lain, semakin tinggi kinerja pegawai Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon semakin tinggi pula kompensasi 
langsung yang diterimanya. Kompensasi tidak langsung ini untuk PNS yang 
bekerja pada instansi pemerintah, tentu mengharapkan suatu imbal jasa atas 
apa yang telah didedikasikannya pada pekerjaan tersebut.  
Melalui imbal jasa tersebut tercipta suatu pekerja yang ingin bekerja 
dengan baik dan motivasi yang tinggi. Dengan pemberian kompensasi tidak 
langsung dapat berupa insentif sehingga PNS akan lebih semangat dalam 
bekerja karena merasa termotivasi oleh insentif tersebut. Tidak adanya 
pemberian insentif terhadap kinerja pegawai merupakan salah satu penyebab 
buruknya kinerja PNS, sehingga diperlukan suatu remunerasi untuk 
meningkatkan kinerja PNS tersebut. 
Insentif juga merupakan salah satu metode pengembangan  pegawai 
karena Insentif dari setiap instansi berbeda-beda, tergantung kebijakan 
masing-masing instansi tersebut. Namun ada beberapa macam bentuk insentif 
yang biasanya diberikan  kepada karyawan ataupun pegawai pada suatu 
instansi. Sistem kompensasi tidak langsung pada umumnya digunakan untuk 
meng-gambarkan rencana-rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara 
langsung atau tidak langsung dengan berbagai bentuk rencana insentif 
mengkaitkan upah dengan produktivitas individual, rencana-rencana lain 
dengan produk-tivitas kelompok dan rencana-rencana lain dengan 
produktivitas atau profitabilitas organisasi keseluruhan. Para pegawai yang 
bekerja di bawah sistem insentif finansial berarti prestasi kerja mereka 
menentukan secara keseluruhan atau sebagian, penghasilan mereka.  
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Rencana insentif terutama cocok untuk penggunaan dengan pegawai 
operasional teknis, seperti untuk mereka yang melakukan pekerjaan 
pelayanan publik. Rencana pekerjaan yang dibayar berdasarkan hasil kerja 
adalah rencana insentif yang paling tua dan masih paling umum digunakan. 
Pendapatan dikaitkan langsung pada apa yang dihasilkan pekerja, orang itu 
dibayarkan tarif perpotong untuk masing-masing unit yang ia produksikan. 
Tujuan sistem insentif pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan motivasi 
pegawai dalam berupaya mencapai tujuan organisasi dengan menawarkan 
perangsang finansial dan melebihi upah dan gaji dasar. Bagi mayoritas 
karyawan, uang masih tetap merupakan motivasi kuat atau bahkan paling 
kuat. Rencana-rencana insentif bermaksud untuk mengem-bangkan 
keinginan karyawan akan pendapatan finansial tambahan dengan kebutuhan 
organisasi dan efisiensi produksi. Sistem insentif ini sebenarnya lebih 
merupakan perluasan atau pelengkap proses penentu upah.  
Disamping kebaikan-kebaikan dalam memotivasi PNS sistem insentif 
mempunyai banyak masalah. Administrasi sistem insentif dapat sangat 
kompleks, seperti halnya sistem pengawasan lainnya, standar-standar harus 
ditetapkan dan hasil-hasilnya diukur. Untuk banyak pekerjaan, berbagai 
standar dan ukuran adalah sering tidak teliti/tepat atau terlalu mahal untuk 
dikembangkan. Ini berarti bahwa sistem insentif bisa menyebabkan 
ketidakadilan. Masalah lain adalah mungkin karyawan tidak dapat mencapai 
standar karena faktor-faktor yang tidak terkendalikan seperti penundaan-
penundaan pekerjaan atau kerusakan-kerusakan mesin. Dan akhirnya, sistem 
insentif cenderung hanya memusatkan pada satu aspek (keluaran penjualan 
atau harga saham), kadang-kadang mengabaikan berbagai dimensi lain 
(kualitas, pelayanan dan sasaran-sasaran jangka panjang). 
Insentif sangat diperlukan dalam suatu organisasi, beik itu organisasi 
publik maupun organisasi swasta. Insentif memberikan peranan penting 
dalam meningkatkan motivasi dan semangat pegawai dalam bekerja. Dengan 
pemberian insentif yang sesuai dengan prestasi yang telah dicapainya dalam 
bekerja akan membuat pegawai merasa dihargai dan menimbulkan rasa 
senang dalam diri pegawai tersebut sehingga lebih terpacu untuk meingkatan 
kinerjanya. Dengan demikian produk-tivitas organisasi akan meningkat. 
Pemberian insentif yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip 
pemberian insentif agar tujuan yang diharapkan dengan pemberian insentif 
ini dapat tercapai. Dengan begitu pegawai tidak merasa dirugikan serta 
organisasi dapat menjadi lebih baik. Tunjangan dalam suatu pekerjaan sangat 
diperlukan untuk menjamin keber-langsungan pegawai. Tunjangan yang 
diberikan kepada PNS didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
serta diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tunjangan 
yang diberikan kepada PNS di Indonesia harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar tunjangan yang diberikan tidak simpang siur serta 
tepat sasaran.  
Dari sudut jumlah pengeluaran uang, maka apakah seluruh kompensiasi 
tersebut diwujudkan dalam bentuk uang ataukah diwujudkan dalam bentuk 
yang lain adalah sama aja bagi lembaga tersebut. Tapi kalu suatu organisasi 
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di dalam memberikan kompensiasi kepada pegawainya tidak dalam bentuk 
uang seluruhnya, adalah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
Organisasi publik tersebut menganggap bahwa dengan tidak memberikan 
dalam bentuk uang seluruhnya, maka kompensasi yang diberikan tersebut 
akan dapat tercapai sasaran lebih baik. Jadi disni apakah Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon mengeluarkan seluruh komponen 
tersebut dalam bentuk uang atau dalam bentuk yang lain dari sudut 
penegluaran uang adalah sama. Meskipun demikian lembaga tersebut 
berpendapat bahwa akan lebih baik kalau sebagian dari komposiasi tesebut 
diwujudkan dalam bentuk kompensasi tidak langsung. Sehingga bilamana 
seluruh kompensiasi tidak langsung pegawai tersebut diwujudkan dalam 
bentuk uang maka kemungkinan karyawan tersebut pada pertengahan bulan 
telah habis uangnya padahal kebutuhan sehari-hari belum ada. Hal ini akan 
dapat mengganggu konsentrasi pegawai tersebut didalam pekerjaannya. 
Kompensasi merupakan hal yang perlu ada pada sebuah organisasi, 
sebab dengan adanya kompensasi yang diberikan oleh pihak organisasi, 
khususnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon 
dapat meningkatkan kinerja dan kualitas dari para pekerja. Kompensasi yang 
diberikan tidak  semata-mata hanya berupa materi, namun terdapat pula 
kompensasi non materi. Untuk kompensasi yang berupa non materi yaitu 
berupa reward (penghargaan). Sistem kompensasi yang baik akan mampu 
memberikan kepuasan bagi pegawai dan memungkinkan lembaga 
memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Bagi 
organisasi, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi 
mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan 
kesejahteraan pegawainya. Kompensasi yang tidak memadai dapat 
menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, 
bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial dapat menurun 
produktivitasnya.  
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa terdapat pengaruh 
kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kota Cirebon secara simultan dengan tingkat signifikan Uji F sebesar 0.395 sehingga 
H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian pengaruh ini diterima dengan maknanya 
bahwa semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada pegawai, maka semakin tinggi 
pula kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pegawai Negeri 
Sipil; adanya pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon secara parsial yang ditunjukkan oleh pengaruh 
kompensasi langsung (X1) sebesar t1 = 3.023 terhadap kinerja pegawai, sedangkan t2 = 
2.871 dengan Distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat 
kebebasan (df) = n-2 atau 55-2=53. Maka diperoleh hasil untuk T tabel yaitu 1.477. 
Dengan demikian sehingga H0 diterima dan H1. Tingkat signifikan ini bermakna bahwa 
kinerja pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon 
dipengaruhi oleh kompensasi langsung maupun tidak langsung, semakin tinggi kinerja 
maka semakin tinggi kompensasi langsung maupun tidak langsung yang diterimanya. 
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Secara teoretis diharapkan dapat mengembangkan konsep dasar peningkatan 
kinerja pegawai dalam rangka mendorong kualitas pelayanan aparatur di Satpol PP Kota 
Cirebon; Pemerintah Daerah dalam menyusun kompensasi PNS agar dilihat dari faktor 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang benar, mencakup seluruh faktor kebutuhan PNS, 
sehingga tidak ada ala kadarnya atau berhitung pada komposisi hidup layak, sehingga 
kompensasi yang diterima hanya impas atau bahkan kurang, hal ini menyebabkan PNS 
tidak dapat menabung. 
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